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ABSTRAK 

Terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki kualitas hidup yang baik da11 lzarmonis masilz 
sangat jauh dari kenyataan. Salah satu upaya adalah dengan membangun lzubzmgan yang sinergi mztara 
masyarakat sipil dan pemerintah. Kesinergian ini nzembutuhkan kepedulian dmz sikap saling melengkapi 
antara masyarakat dengan pemerintah atau dalam suatu bentuk lmbzmgan menunjukkan saling keterkaitan. 
Kombinasi dari dua elemen dasar Negara ini sangat kuat zmtuk pembangunan. Berbagai cara yang inovatif 
untuk menyatukan perbedaan, khususnya kebudayaan, antara masyarakat dengan masyarakat dan 
masyarakat dengan pemerintah perlu untuk dibentuk. 

Penelitian ini dapat dimulai dari mengeksplorasi sejauh 111mza lzubungan pemerintah dan masyarakat 
pada bidang pendidikan. Pemerintah dalanz pennasalahan ini sebagai organisator dari pe11didikmz yang 
mengeluarkan kebijakan tentang transparansi sekolah-sekolah secara bersama-sama antara pihak sekolah 
denga11 siswa yang diwakili oleh komite sekolah. Bagainzanapun cara kreatif yang dibutulzkan wztuk 
penyelenggaraan klmsusnya olelz para refornzis dipihak sekolah selzingga fasilitas pendidikan dapat terpenulzi 
sejalall dengan pertzmzb11lzan kebutulza1Z nzasyarakat, antara masyarakat dengan aparat pemerhztah dan 
j11ga pelaksanaan pemerintahan yang baik. 

Kata kunci : Partisipasi nzasyarakat, Sinergi masyarakat 

I. PENDAHULUAN 

Sejak d imu lainya pemerintahan orde 
reformasi pada tahun 1998 banyak perubahan 
telah terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. 
Keingi non mosyorakot untuk tu rut berperan serta 
dalam kancoh polit ik yang poda periode 
pemerintahan sebelumnya songat dibotosi telah 
menjadi semokin terbuko, bahkon menimbulkon 
kesan bohwa pada era reformasi ini kehidupan 
politik menjadi ultra demokratis. Sejumlah besar 
partoi politik boru bermunculan untuk memberi 
wodah bogi aspirosi mosyarakot yang selama 
puluhan tohun tidok tersalurkan. Tronsporansi, 
akuntabi l itas don profesionalisme serta 
portisiposi mosyarokat dalam pengeloloan 
pemerintohan (governance) juga telah dijadikon 
sebogai prinsip dasor don tolok ukur 
keberhasilan do lom pembangunon yang 
berkelonjuton. Reformasi yang paling 
spektakuler odolah diberlakukannyo sejak awal 
tahun 2001 Undang-undong Nomor 22 don 
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25 mengenai Otonomi Daerah yang kemudian 
teloh direvisi menjadi Undang-undang Nomor 
32 don 33 Tahun 2004, yang telah memberikon 
kewenangan luas bagi p eme rintah don 
masyarakat di daerah u ntuk menguru s 
kehidupan ekonomi, sosial don budaya di 
wi layah provinsi don kabupaten sendiri. 

Pertonyaan yang kem udian muncul adalah 
opokoh dengan reformasi di berbogoi bidang 
itu juga berarti telah muncul sinergisme antara 
pemerintoh don masyarakat di daerah sehingga 
masyarakat merasakan adonyo peningkatan 
dalam kemudahan don kua li tas pelayanan 
umum dibandingkan dengan p ada waktu 
sebelumnya? Ataukah t imbul kesan bahwa 
pelayanan umum menjadi semakin tidak 
berkualitas don sulit diperoleh karena mahal 
sehingga hanyo terj ongkau o leh ka langon 
mampu, sementora gol ongan masyara kat 
bawah merasa semakin terdeprivasi? 



Peloyonon umum yang menjodi monopoli 
don tonggungjowob negara seperti tertuang 
dalam UUD Dosor 1945 adaloh bidong­
bidang usoha yang menguasai hajat hidup 
orang banyak, seperti pendidikan, kesehotan, 
tronsportosi, air bersih, don telekomunikasi. 
Sampai waktu in i masih bonyak warga 
mosyorokat yang mengonggop bahwo semuo 
bidang pelayanan menjadi tanggungjawab 
negara itu harus terjangkau oleh kemampuan 
masyarokat. Bahkan kalau mungkin masyarakat 
berpenghasilan rendah harus mendapat 
pelayanan secara cuma-cuma. 

Tulisan yang merupakan hasil penelitian 
ini tentu tidak di maksudkan untuk memaparkan 
sejauh mana adanya sinergi ontara pemerintah 
don masyarakat dalam semua jenis pelayanan 
ini. Penelition hanya menetopkan satu bidang 
peloyanan yang selama ini telah nyata-nyata 
mengundang partisipasi masyarakat sebagoi 
fokus kojian yakni bidang pendidikon khususnya 
di lembaga pendidikon SLTA. Memang dolam 
salah satu posol UUD 1945 ditegoskan bahwa 
adalah tugas negara untuk mencerdaskon 
keh idu pan bangsa. Artinya negara atau 
pemerintah sebagai penyelenggara administrasi 
negara memikul tanggungjawab utama dalam 
menyediakan pendidikan bagi seluruh 
warganegara tanpa membedakan status sosial 
ekonomi menuju kesejahteraan masyarokat. 
Tetapi karena masyarokat sendiri, terutama 
orangtua, menyadari penting nya arti 
pendidikan sebagai sorano yang mutlak harus 
ado guno mempersiapkon modal manusia (hu­
man capita~ mosa depan, moko mereka merosa 
terpanggil untuk turut berpartisipasi baik dolam 
bentuk pemikiran maupun pendanaan untuk 
kelancaron pendidikan. Pado dosornyo 
partisipas i m ereka da lam menunjang 
berlangsungnya proses pendidikan muloi dari 
sekolah dasar sompoi perguruan tinggi, 
meminjam istilah yang digunakan Evans (1987) 
dapat dikatakan sebagai bentuk sinergi yang 
bersifat melekat (embedded). Tetapi boleh jadi 
kelekatan itu tidaklah bisa tercipta begitu saja 
karena berbagai faktor baik yang bersifat 
struktural maupun kultural turut menentukan 
sejauh mono adonyo kelekaton itu . 

Bahwa bentuk sinergi antara negaro 
sebagai penyedia pelayanan di bidang 
pendidikon don masyarakat sebagoi pemonfaat 
pelayanan tersebut teloh bersifat melekat dapat 
dilihat dari sejorah pendidikon di Indonesia 
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dimano keikutsertaon orongtuo seakon sudah 
menjadi tradisi. Sejak owal kemerdekoan sudoh 
dikenol adanyo portisiposi masyarakat itu 
melalui Persatuan Orongtua Murid don Guru 
(POMG). Dapat dikotokon bahwa kelahi ran 
POMG podo mulanyo mengac u pada 
organisasi serupa yang sudah lama sebelumnya 
terdapat di negora maju seperti, ontara loin, 
Parents Teachers Association {PTA) di Amerika 
Serikat. Hingga sekarang di negara tersebut PTA 
masih tetap merupakan organisasi yang penting 
sebogoi wadoh sinergi ontaro penyelenggora 
pendidikon dengon orangtuo siswa yang turut 
berpartisipasi dalam meningkatkon kuolitos 
pendidikon. Pentingnya peronan PTA ini bahkan 
telah menarik perhatian sosiolog terkenal James 
Coleman untuk meneliti keberodoon PTA yang 
kemudian dilaporkon dalam sebuoh tu!isan 
berjudul "Socio/ Capital in the Creation of Hu­
man Capital" (1988). Dalam tulisan tersebut 
mengemukakan pendapatnya bahwa modal 
sosiol {socio/ capital) yang dimiliki orang tua 
dalam bentuk perhatian yang diberikan 
terhodap segala masalah yang menyongkut 
kemajuan pendidikan anak-anaknya, baik ketika 
berada di lingkungan keluarga send iri don 
terlebih dengan keikutsertaannya da lam PTA 
akan sangat membantu pengembangan 
intelektual atau modal manusia (human capitol) 
anak2. 

Di Indonesia POMG yang semula 
diharapkan menjadi forum komunikasi antaro 
para orang tua don guru-guru untuk secoro 
bersomo-somo memikirkon berbogoi mosaloh 
yang menghombot keloncoron pendidikon 
lomo -kelomoon dianggop tidak mompu 
menjolonkan fungsi secaro efektif. Sejok itu pu la 
kemudian peranon orongtua khususnya don 
mosyarokat podo umumnyo di bidong 
pendidikon itu seokon menjadi terpinggirkon. 
Dibentuknya kelembagoon boru bernoma 
Bodon Pembantu Peloksanoon Pendidikan (BP3) 
tohun 1973 untuk menggontikon fungsi POMG 
ternyoto tidok berhosil memobilisasi portisiposi 
don tonggungjowab mosyorakot. Hal in i 
disebabkon BP3 yang dibentuk pemerintoh orde 
boru itu tidak lebih dari sekedar organ "penorik 
iuran" tonpa memiliki kemompL,Jon memobilisosi 
partisipasi don tanggungjawab masyarakat" 
(Suryadi, 2003). 

Seperti dijeloskan Suryadi (2003) sebagai 
koreksi atas kegagalan BP3 tersebut moka 
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 
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tentang Program Pembangunan Nasional 
(Propenas) 2000-2004, dicantumkan secara 
eksplisit pasal yang menyangkut pemberdayaan 
don peningkatan peranserta masyarakat melalui 
pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota, don Komite Sekolah di tingkat 
satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan 
dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik 
di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat 
sekolah. Selanjutnya dikatakannya amanat 
rakyat dalam undang-undang tersebut telah 
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri 
Pend idikan Nasional Nomor 044/U/2002 
tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan 
don Komite Sekolah. Dolam Kepmendiknas 
tersebut disebutkan bahwa peran yang harus 
diemban Dewan Pendidikan don Komite 
Sekoloh adalah (1) sebagai advisory agency 
(pemberi pertimbangan), (2) supporting agency 
(pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) 
controlling agency (pengontrol kegiatan layanan 
pendid i kan), don (4) mediator atau 
penghubung atau pengaittali komunikasi antara 
masyarakat dengan pemerintah (Suryadi, 
2003). 

Sebagaimana dialami dalam berbagai 
sektor kehidupan peraturan perundangan­
undangan yang baik di atas kertas tidaklah 
dengan sendirinya dapat menjamin praktek 
pelaksanaan yang sesuai. Banyak sekali faktor­
faktor struktural maupun kultural yang turut 
menentukan keberhasilan implementasi undang­
u nd a ng, peraturan atau keputusan yang 
dikeluarkan pemerintah, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, termasuk di bidang 
pendidikan. Kegagalan BP3 dalam 
memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi 
don bertanggungjawab di bidang pendanaan 
pendidikan seperti diutarakan di atas 
merupakan salah satu contoh bagaimana 
struktur yang tidak kondusif merupakan faktor 
penghambat partisipasi. Padahal pada 
hakekatnya, terutama orangtua murid don siswa 
pada umumnya tidak berkeberatan untuk ikut 
memb iayai pendidikan, sesuai dengan 
kemampuan ekonomi masing -masing. Sejauh 
mono partisipasi masyarakat dalam Komite 
Sekolah setelah empat tahun dibentuk untuk 
menggantikan peranan BP3 melalui Surat 
Keputusan Mendiknas Nomor 044 tahun 2002, 
merupakan topik masalah yang perlu diteliti, 
mengingat banyaknya pemberitaan bersifat 
pro don kontra terhadap kinerja Komite Sekolah. 
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Ada pemberitaan yang melaporkan sejumlah 
keluhan orangtua siswa di beberapa daerah 
tentang terjadinya "penyimpangan" yang 
dilakukan Komite Sekolah dalam pelaksanaan 
peran don fungsinya, teta pi juga ado yang 
menganggap bahwa Komi te Sekolah lebih 
demokratis dari BP3 karena melibatkan lebih 
banyak unsur masyarakat, mulai dari orangtua 
siswa, alumni, tokoh masyarakat don komunitas 
di lingkungan mono sekolah berada 
(wawancara dengan Pengurus Komite Sekolah, 
2006). 

Persepsi masyarakat mengenai pro don 
kontra inilah yang dijadikan sebagai fokus 
penelitian. Sehubungan dengan hal ini maka 
penelitian menelaah mono yang dipersepsikan 
masyarakat sebagai penyim pangan i tu 
memang benar-bena r me rupa kan 
penyimpangan yang dilakukan Komite Sekolah 
dalam menjalankan peran don fungsinya, don 
mono di antaranya ya ng muncu l karena belum 
terciptanya sinergi antara negara yang 
merupakan pengemban tanggungjawab 
pelayanan masyarakat di bidang pendidikan 
dengan masyarakat yang sebenarnya juga 
seyogyanya berpartisipasi a kt if dalam 
mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

Metode penel itian ya ng dilaku kan ini 
bersifat kualitatif dengan melihat secara holistik 
don mendalam tentang isi don strukt ur 
hubungan sinergis dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis-historis. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
metode kual itatif. Untuk mendapatkan data­
data don informasi yang memadai don untuk 
menunjang penelitian di lapangan, data -data 
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber 
sangat diperlukan. Hasil-hasil penelit ian yang 
sudah dilakukan oleh berbagai lembaga­
lembaga penelitian juga dimanfaatkan untuk 
keperluan penelitian 1n1 agar dapat 
memperdalam pemahaman mengenai sinergi 
masyarakat antara lain orang tua murid 
sekolah, murid sekolah yang dalam hal ini 
diwakili oleh komite sekolah don pemerintah 
antara lain sebagai lembaga penyelenggara 
pendidikan. 

Selain itu, kaj ian kepusta kaan sangat 
diperlukan untuk memperkaya pemahaman 
masalah don untuk memperkaya analisis . 
Upaya pengumpulan data di lapangan dimulai 
dengan observasi atau pengamatan lapangan 



mengenai bentuk-bentuk otau polo-polo sinergi 
beserto has i l konkritnyo. Pengomoton di 
lapangon ini sangat membantu memperoleh 
gamboran otou pemohomon owol dengan 
melihot longsung situosi di lapangan. 
Selanjutnya di lakukan kaji bersama atau focus 
group discussion (FGD) don wawancara 
mendalam untuk menggali serta mendiskusikan 
masalah yang berkaiton dengon si nergi 
masyarokot don pemerintoh. 

11. SINERGI NEGARA DAN 
MASYARAKAT: POMG, BP3 
DAN KOMITE SEKOLAH 
Sinergi antora pemerintah sebagai 

penyelenggara negara dengan masyarakat 
yang peduli terhadap pengembongan 
kemampuan intelektual anak-anak melalui 
lembaga pendidikan sebenarnyo sudah 
berlangsung sejak republ ik berdiri. Pemerintah, 
sesuai dengan tuntutan undang-undong dasar 
berkewojiban mencerdaskan kehidupan 
bangsa, menyelenggarakan pendidikon mulai 
tingkat dasor sampai ke jenjang pendidikan 
tinggi. Sementara warga mosyarakat yang 
merasa terpanggil untuk mencerdaskan 
kehidupan bangso bukan saja ikut 
berpartisipas i melalui lembago-lembaga 
pend idikan milik negara, atau yang lebih 
d i kenal dengan sebutan sekolah-sekolah 
negeri, muloi dori sekolah dasar negeri (SON) 
sampai ke perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi 
bahkan jugo mendirikan don mengelola 
lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri 
atau swasta. Banyak di antara lembaga­
lembaga pendidikan swasta itu bahkan sudah 
ado sejak sebelum kemerdekaan, seperti 
Perguruan Toman Siswa3 don sekolah-sekolah 
lain yang diselenggarakan organisasi­
organisasi keagamaan. 

Keikutsertaan masyorakat luas dengan 
skala yang semakin besar dalam penye­
lenggaraan pendidikan hingga waktu ini telah 
sangat membantu meringankan beban 
pemerintoh dalam melaksanakan tugas don 
kewajiban konstitusionalnya. Daya tampung 
yang terbatas di sekolah-sekolah negeri don 
ketiadaan lembaga-lembaga pendidikan pada 
tingkat tertentu yang diperlukan di berbagai 
tempat merupakan alasan utama mengapa 
masyarakat berinisiati f mendiri kan don 
menyelenggarakan sekolah-sekoloh secara 
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swasta dengon bantuon dona awal d ari 
berbogoi sumber. Dengon bernoung d i bawah 
sebuah orgonisasi berbentuk yayoson ya ng 
sejak semulo memang sengaja didirikan untuk 
keperluan pendidikan, sekolah-sekola h swasta 
dapat menggalang dona berbagai sumber, 
sehingga mampu mengelenggarakan kegiatan 
belajar-mengajar secara baik. 

Partisiposi anggota masyarakat da lam 
dunia pendidikan sebena rnya tidak hanya 
terbotos sebogoi penyelenggora lembaga­
lembago secara langsung. Lebih ba nyak yang 
justru terlibot sernra tidok langsung dalam suatu 
organisasi yang dibentuk di sekoloh-sekolah 
sebagai forum komunikosi o ntoro para o ra ng 
tuo siswo don guru-guru. Orgonisasi semocam 
ini diperlukan untuk mengotosi masolah yang 
dihodopi sekoloh dalam penyelenggoro on 
pendidikan, terutama yang berkaitan dengan 
pendanaan untuk berbogoi kegioton yang tidak 
sepenuhnyo dapot ditanggula ngi melal ui 
anggaran yang dimiliki sekoloh bersangkutan. 

Tidok ditemukon sumber sejak kopon 
Persotuan Orang Tua Murid don G uru (POMG) 
muloi hadir di sekolah-sekolah d i Indonesia. 
Tetapi menurut seorang pengomat pendidika n 
di Riou poling tidak organisosi seperti ini sudoh 
ado di bonyok sekoloh dosor don menengah 
di Riou sejok owal tahun l ima p u lu hon . 
Munculnya POMG lebih bonyak didasarkan 
pada inisiotif orang tua mu rid sendi ri, terutoma 
ibu-ibu para siswo yang ingin berportisiposi 
untuk kemojuan pendidikon onok-onoknyo4

• 

Keikutsertaon para o rang tua da lo m 
POMG ini leb ih bers i fo t sukorel a . Pad a 
umumnyo yang bonyak oktif dalom orgonisosi 
seperti ini adalah para ibu siswo dari keluarga 
mompu, yang selolu siop memberi sumbongan 
opobilo dolom ropot pem bico roon so mpa i 
pada soal dona yang diperlukan untuk kegiatan 
tertentu. Kecuali kolou diharuskan para orang 
tua siswa yang kurong mompu tidak banyok 
yang mau ikut dalam ra pat-rapat POMG , 
kareno berbagai keterbatason yang d imi li ki , 
seperti kemampuan ekonomi don t i ngkat 
pendidikan rendah, menyebabkan mereka t idak 
bisa berperan bonyak dolam forum seperti ini . 
Nomun demikion, depot dikata kon ba hwa 
meskipun keikutsertaan para orang tuo da lam 
organisasi POMG ini lebih bersifat sukorela 
seponjong sejarah kehodironnyo organisos i 
seperti ini cukup membukti kon bohwa sinergi 
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ontora negara don masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan memang sudah 
terjal in. 

Untuk lebih memberdayakan partisipasi 
masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam 
penyelenggaraan pendidikan ini pemerintah 
pada era orde baru menganggap perlu 
membentu k sebuah organ isasi yang 
merupakan wadah resmi kerjasama antara 
sekoloh don mosyorakat bernama Badon 
Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) 
sebogoi penggonti POMG5 . BP3 yang ado di 
setiap sekolah di bentuk atas dasar keputusan 
Menteri Pendidikan don Kebudayaan No: 
0293/U/1993, T gl 5 Agustus 1993. Tujuannya 
untuk membantu kelancaran penyelenggaraan 
pendidikon di sekoloh dalom upayo ikut 
memelihora, menumbuhkon, meningkatkan 
don mengembongkan pendidikan nasional 
dengan mendayagunokan kemampuan yang 
ado pada orang tua, masyarakat don 
lingkungan sekitarnyo. 

Sebagai landasan pembentukan BP3 
terse but dinyatakon do lam pasal 2 7, Peraturan 
Pemerintah (PP) 28 tahun 1990 bahwa 
pengelola satuan pendidikan (sekolah) dapat 
bekerja soma dengan masyarakat, terutama 
dunia usaha don para dermawan, untuk 
memperoleh sumber dona dalam rangka 
perluasan kesempatan belajar don peningkatan 
mutu pendidikan. Pasal ini dengan jelas 
menunjukkan bahwo peran BP3 tidak lebih dari 
sekedar membantu sekolah untuk menarik dona 
dari masyorakat untuk keperluan sekolah, 
terutama dari para orang tua siswa, sementara 
tugas untuk melakukan perluasan kesempatan 
belajar don peningkatan mutu pendidikan 
berada di pihak sekolah. Dengan demikian 
timbul kesan yang luas dalam masyarakat 
bohwa tugas BP3 tidak lebih sebagai tukong 
pungut iyuran dari orang tua murid dengan 
akuntabilitas yang diragukon. 

Sementara itu sekalipun dalam PP Nomor 
28 tahun 1990 don Permen Nomor 0293/U/ 
1993 itu dengon jelas dinyotakan bohwo 
sekolah-sekolah diberi tugos untuk melakukan 
perluasan kesempaton belojar don peningkoton 
kualitos pend idikon, keterbatasan dolam 
mengambil kebi jakan yang boleh diambil 
sekoloh sering menjodi kendala tujuan yang 
hendak dicapai. Seperti diungkopkan seorang 
pakar pendidikan "do lam sistem pendidikan 
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pada masa orde baru, pe la kso naan 
pendidikan secora langsung dikendalikan oleh 
sistem birokrasi dengan mata ranta i yang 
panjang sejak tingkat pusat, daerah bahkon 
sompoi tingkot sotuan pendidikan. Poda woktu 
itu sekoloh-sekolah adolah bag ian dari sistem 
birokrasi yang harus tunduk terhadap ketentuan 
birokrasi" (Suryadi, 2003) . Se lanjutnya ia 
mengatokan "pengaturan penyelenggaraan 
pendidikan pada masa orde baru d ilakukan 
secara uniform (one fits for all) atou di lakukan 
secara baku dengan pangaturan dari pusat, 
sejak perencanaan pend idikan, pelaksanaan 
pendidikan di sekolah termasuk pers iapan 
mengajar, metodologi don pendekotan 
mengajar, buku don sarana pendidikan, sampai 
kepoda penilaian pendid ikan . 

Dengan kata lain, d ikemukakan Suryadi, 
"kepada sekolah-seko lah tida k dibe ri kan 
kesempatan untuk mengurus don mengatur 
dirinya sendiri dalam pelaksanaan pendidikan. 
Sekolah tidak diberi kesem patan u ntu k 
mengambil keputusan mereka sendi ri dalam 
mengelola sistem pendidikan don memecahkan 
berbagai permasa lahan pend idikan ya ng 
sesuai dengan kondisi seko lahnya masing­
masing"6. Ditambahkannya, "Sementa ra itu 
guru-guru juga tidak diberi kesempatan untuk 
berinisiatif atau berinovasi da lam 
melaksanakan pengajaran atau mengelola 
kegiatan belajar murid secara maksimal karena 
metoda mengajar don teknik eva luas i jugo 
diatur secara langsung melalui Juklak don Juknis 
yang dibuat dari pusat" . 

Dalam tulisan yang soma Su rya d i 
berpendapat bahwa " keterpurukan sistem 
pendidikan, terutama sistem persekolahan di 
tanah air berpangkal pada keluarnya lnpres 
SDN No. 10/1973. Pemerintah t elah 
mengombil alih "kepemilikan" sekolah yang 
sebelumnya milik masyarakot menjadi mil ik 
pemerintoh don dikelola sepenuhnya secara 
birokratik bahkan sentralistik. Se jak itu, secara 
perlahan "rasa memil i ki" da ri masya rakat 
terhadap sekolah menjadi pudar ba hkan 
akhirnya menghilang. Peron masyarakat yang 
sebelumnya "bertanggungjawab", mu lai 
beruba h menjadi hanya "be rpa rtisipasi" 
terhadap pendidikan, selan jutnya, masyorakat 
bahkan menjadi "asing" terhadap sekolah. 
Semua sumberdaya pendidikan ditanggung 
oleh pemerintah don seolah tidak ado alasan 
bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi 



apalagi bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah" 
(Suryadi, 2003)7. 

Berbagai kritik yang muncul terhadap 
kinerja BP3 telah menyebabkan pemerintah 
pada era reformasi merasa perlu melakukan 
pengkajian ulang terhadap keberadaan 
lembaga ini. Sesuai dengan namanya Badon 
Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan secara 
faktual kewenangan lembaga ini dalam praktek 
memang terbotas sebagai "pembantu" sekolah 
dalam mencarikan dona untuk membiayai 
berbagai kegiatan sekolah, baik yang langsung 
maupun tidak langsung berhubungan dengan 
kegiatan belajar-mengajar. Cap yang melekat 
pada BP3 sebagai "tukang pungut sumbangan" 
inilah yang kemudian menyebabkan 
pemerintah menetapkan cara pendekatan baru 
yang disebut manajemen berbasis sekolah 
(MBS) melalui Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 044/U/2002 yang 
membentuk Dewan Pendidikan (DP) don Komite 
Sekolah (KS), duo lembaga dengan fungsi don 
peran yang jauh lebih luas menggantikan BP3. 
Dewan Pendidikan merupakan lembaga 
konsultasi pendidikon yang dibentuk di tingkat 
kabupaten don kota, sedangkan Komite 
Sekolah terdapat di setiap satuan pendidikan. 

Menurut seorang pejabat Departemen 
Pendidikan Nasional yang turut membidani 
lahirnya Kepmendiknas tersebut "bahwa 
pengem bangan paradigm a manajemen 
berbasis sekolah (MBS) yang secara 
operasional diwujudkan melalui Dewan 
Pendidikan don Komite Sekolah bukanlah 
kelanjutan apalagi "kemasan baru" dari Badon 
Pembantu Pelaksanaan Pend idikan (BP3) . 
Adalah keliru jika Dewan Pendidikan don Komite 
Sekolah adalah alat untuk "penarikan iuran", 
karena "penarikan iuran" yang dilakukan oleh 
BP3 terbukti tidak berhasil memobilisasi 
partisipasi don tanggungjawab masyarakat. 
Tetapi yang harus lebih difahami adalah fungsi 
Dewan don Komite sebagai jembatan antara 
sekolah don masyarakat. Sekolah yang hanya 
terbatas personal ianya, akan sangat dibantu jika 
dibuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk 
ikut memikirkan pendidikan di sekolah-sekolah" 
(Suryadi, 2003). Setelah berjalan beberapa 
tahun tentu sudah dopot dilakukan telaah 
mengenai seberapa jauh Komite Sekolah yang 
ado pada setiap satuan pendidikan ini telah 
berhasil membangun sinergisme antara semua 
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stakeholder yang berkepen tingan dengan 
pengembangon pendid ikan. Untuk dapat 
melakukan kajian semacam itu sebelumnya 
perlu dipahami peran yang strategis don cukup 
luas yang diberikan kepada Komite Sekolah. 

Sebagaimana dikemuka kan dalam 
sebuah tu lisan (Bambang Kuswanto, Suara 
Merdeka, 15-8-2005) ado empat peran yang 
harus dijolankan oleh Komite Sekolah, ya itu: 
Pertama, memberi pertimbangan pada sekolah 
mengenai kurikulum, ke m a m puan gu ru 
mengajar, sasaran masa depan don kebiiakan 
pendanoan sekolah. Kedua, memberi dukungan 
pada sekolah dalam ha l pem bangu nan/ 
pemeliharaan f isik sekolah, biaya sekolah/ SPP/ 
SOP, biaya sekolah siswa/beasiswa don mencari 
dona untuk sekolah dari donatur/ pengusaha/ 
industri. 

Ketiga, memberi pengawasan terhadap 
sekolah yang meliputi evaluasi rencana don 
real isasi program sekolah, evaluasi RAPBS, 
evaluasi hasil belajar do n prestasi siswa, 
evaluasi disiplin guru, tata usaha serta tenaga 
kebersihan, evaluasi kepemimpinan kepala 
sekolah don evaluasi dukungan orang tua siswa 
pada operasional pendidikan di sekolah. 

Keempat, sebagai penghubung yang akan 
memberi informasi pada orang tua siswa don 
masyarakat mengenai keadaan sekola h don 
perbaikan sekolah maupun kegiatan bersama 
antara sekolah dengan industri/ pengusaha 
lokal untuk menambah wawasan siswa. 

Si lang pendapat mengena i keberadaan 
don peran yang dimainkan Komite Sekolah 
telah berlangsung sejak awal pembentukannya 
pada tahun 2002 hingga soo t in,. 
Di ke mukakan oleh seorang pengamat 
pendidikan (Kusmanto, 2004) persoalan pokok 
yang memicu terjadinya pro don kontra itu 
adalah adanya berbagai kendala yang bersifat 
struktural don kultural dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Menurut pengamat ini "kendala 
struktural adalah belum kuatnya goodwill 
pemegang otoritas pendidikan di tingkat pusat/ 
daerah/sekolah untuk mengembangkan ikl im 
demokratisasi dalam interaksi pendidikan don 
birokrasi sekoloh. Selama ini, menurutnya, ado 
sejumlah fakta yang menunj ukkan bah wa 
sekolah menjadi sarong beragam p raktek 
korupsi di dunia pendidikan. Sementara itu 
kepala sekolah yang seharusnya memegang 
otoritas don "kuasa" atas kebijakan interna l 
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sekoloh, tidak lebih merupakan keponjangon 
tongon institusi/birokrosi pendidikon yang ado 
di otosnyo". 

Selonjutnyo sebogoi salah satu bentuk 
kendola kulturol, menu rut pengomot ini, adoloh 
"mosih kuotnyo budayo sekoloh yang patronotif 
don sikap ewuh pakewuh yang membuat proses 
pengambilan keputusan penting di sekolah 
bukon ditentukan oleh komponen vital/penting 
sekolah. Namun oleh pemegang "kuasa" 
birokrasi pendidikan". la berpendapat bahwa 
"untuk menyelesaikan problem struktural don 
kulturol tersebut diperluka n penguaton peran 
don fungsi "institusi" komunikasi multi-stake­
ho Ider sekoloh dalam mengontrol don 
membantu kebutuhan sekolah". 

Senada dengan pendapot penulis di atas 
seorong pakar pendidikan lainnyo 
(Sutisna, 2005) mengemukakan bahwa 
"penyelenggoraan pendidikan nasional hingga 
waktu ini mosih bersifat birokratik-sentralistik, 
yang menempotkan sekolah sebagai 
penyelenggora pendidikan sangat tergantung 
pada keputuson birokratis yang mempunyai 
jalur yang sangat panjang, don kadang­
kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai 
dengan kondisi sekolah setempat". Dengan 
demikion, menurut pakar ini, "sekolah 
kehilongan kemandirian, motivasi don inisiotif 
untuk mengembangkon don memajukan 
lembaganya termasuk peningkatan mutu 
pendidikan sebagai salah satu tu juon 
pendidikan nasional". 

Berbagai hambotan baik yang bersifat 
struktural moupun kultural itu tidaklah 
menyebabkan terjadinya penolakan terhodap 
keberadaan don peranan Komite Sekolah. 
Sebab dalam kenyataannya terdapat Komite 
Sekolah yang sudah menjalankan sebag ian 
dari sejumlah fungsi lemboga tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang telah digariskan dalam 
buku Panduan Umum tentang Dewan 
Pendidikon don Komite Sekolah ya ng 
dikeluorkan Kementerian Pendidikon Nasional. 
Namun demikian kendala yang akan dihadapi 
odalah luasnya cakupan fungsi yang harus 
diembon lemboga tersebut. Seperti disebutkan 
dalam buku Panduan Umum yang disusun oleh 
Tim Pengembangon Dewan Pendidikan don 
Komite Sekolah yang mulai disosialisosikan 
pada pado bulan Mei 2002 itu fungsi Komite 
Sekolah termasuk: 
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a. Mendorong tumbuhnya pe rhatian 
don komitmen masyora kat terhadop 
penye lenggoraon pendidikon ya ng 
bermutu. 

b. Melakukan kerja soma dengan 
masyara kat (perora ngan/ orga nisasi/ 
dun ia usaha/dunia indus tri) don 
pemerintah berkenaan dengan 
penyelenggaraan pend idikan yang 
bermutu. 

c. Menompung don menganalisis aspirasi, 
ide, tuntutan, don berbaga i kebutuhan 
pendid i kan yang d iajukan oleh 
masyarakat. 

d. Memberikan masukan, pertimbangan, 
don rekomendasi kepada satuan 
pendidikan mengenoi: 

l) Kebijakan don program pendidikan; 

2) Rencana Anggaran Pend idikan don 
Belanja Sekolah (RAPBS); 

3) Kriteria kinerja sotuan pendidikan; 

4) Kriteria tenaga kependidikon; 

5) Kriterio fasilitas pendidikan; don 

6) Hal-hol la in yang terkoit dengon 
pendidikon. 

e. Mendorong orang tua don mosyarakat 
berpartisipasi dalam pendidikan guna 
mendukung pe ni n gkatan mut u don 
pemerataan pendidikon. 

f. Menggalang dona masyarakat dalam 
rangko pembiayaan penyelenggaraan 
pendidikan di satuan pendidikan. 

g. Melakukan evoluasi don pengawasan 
terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, don keluoron 
pendidikan di satuan pendidikan. 

Su lit dibayangkan sebuah lembaga yang 
kepengurusannya bersifat sukarela akon mampu 
melaksanakan sejumlah besar fungsi seperti 
tersebut di atas. Jodi persoalan utama yang 
kemungkinan dapat mempengaruhi kinerjanyo 
adalah begitu luasnya fu ngsi yang harus 
diemban Komite Sekolah sementaro 
sumberdoyo monusia yang mampu, berkuolitas 
don cukup waktu untuk secaro terus menerus aktif 
dalom kepengurusan lembogo semacom itu 
boleh dikotokan dimana-mana songat terbotas. 

Dari temuan lapangan terhadap 
keberodaan Komite Sekolah di sebuoh SMU 



yang ado di Pekanbaru, Riau, terungkap bahwa 
kegioton yang dilokukan lebih bersifat musiman, 
seperti podo waktu penerimoan siswa baru 
untuk menjelaskon kepodo orang tua siswo 
beropo biaya yang harus mereka sumbangkon 
untuk berbogoi keperluan setelah onok mereka 
diterimo. Selain itu jugo podo beberopo 
peristiwo loinnyo dimono ketua Komite Sekoloh 
dipandang perlu mendampingi Kepala Sekolah 
dalam menje laskan kepada orang tuo siswo 
berapa bioya yang harus dipikul bersama untuk 
mensukseskan suatu keg iatan, sepert i 
perpisahon dengan para siswa yang telah 
menyelesaikan pendidikannyo, don studi tur ke 
beberapa perguruan tinggi terkemuka di Pulou 
Jawa, atau pado waktu pemilihan Kepala 
Sekolah dimana peran Komite Sekolah cukup 
menentukon siapa yang akan menggantikan 
Kepala Sekolah yang sudah berakhir mosa 
jobatonnya. 

Penelitian jugo menemukan bahwa 
kebanyakan para orang tua yang menjadi 
anggota Komite Sekolah hanya bersedia duduk 
dalam kepengurusan selagi anak otau anggoto 
keluarga loinnya masih beroda di lingkungan 
sekolah bersangkutan. Begitu anaknya tomat 
atau pindoh ke tempat lain maka praktis 
kedudukonnya dalom kepengurusan di lepas 
don minto diganti dengan orang lain. Dengan 
d emikian sulit dibayangkan bagaimana 
mungkin Komite Sekolah yang para 
anggotanya memiliki komitmen terbatas akan 
dapat menjalankan semua fungsi seperti disebut 
di atos. 

Dengan adanya kondisi demikion cukup 
alosan untu k membuat pred iksi bahwa 
kemungkinan Komite Sekoloh di bonyak tempot 
akan bernasib soma dengan BP3 , 
pendahulunya. Karena dalam kenyataannya 
fungsi yang mampu dilaksanokan logi-lagi 
terbotas pada upoyo penggalongon dona 
untuk berbogai kegiaton sekoloh yang tidak 
seluruhnya dapat terpenuhi oleh anggaran ru­
ti n maupun anggaran pembangunan, 
keterbatasan yang soma yang menyebabkan 
BP3 harus dibubarkan. Apabila kesamaan 
kinerja antara Komite Sekolah don BP3 ini 
ditemukan secara meluas d imana-mana maka 
dapat diibaratkan Komite Sekolah sebagai 
anggur lama dalam kemasan botol yang baru. 
lni sekaligus berarti tujuan untuk menciptakan 
sinergi antara semua stakeholder dalam 
penyelenggaraan pendidikan semokin sulit 
dicopoi. 
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Meskipun demikian, seteloh diterapkon 
adonya MBS (Monajemen Berbasis Sekolah), 
kondisi lembaga sekoloh terjo di perubahan 
dibondingkon ketiko zoman Orde Boru, kareno 
setiop kebijakan pimpinon sekolah sebelum 
diimplementosikan ha rus mendapat 
pertimbongon dori Komite Sekoloh. Sinerg i 
yang terjod i di lembogo sekolah, antaro 
pihak sekolah dengan kom ite sekolah 
menggombarkan odanya so ling kerjasamo, 
meskipun banyak mengalami hambatan­
hambatan yang dikarenokan masing-masing 
pihak mempunyai kesibukon. Untuk so ling 
melengkapi kedu a belah pih ak te rsebut , 
kerjasama yang dilakukan, misa lnya dalam 
menentukan besaran uang SPP bulanan, 
kegiatan -kegi atan eks t rakur iku ler don 
intrakurikuler harus mendapot kesepokatan. 
Kadang-kadang kebijakan dari pihak sekolah 
kalou tidak sesuai dengan keinginan o rang tuo 
murid, mereka akan mendapat teguran dari 
pihak komite sekolah. Komi te Sekolah yang 
berperan sebogai fungsi kontrol berhok meniloi 
atau mengeva luasi terhodap kinerja kepala 
sekolah, bahkan apabilo kinerja kepala sekolah 
kurang berhasil otou dikatokan rendah boleh 
diusulkan pemberhentian oleh Komite Sekolah8 . 

Secora struktural , bahwa komite sekolah 
mempunyai status yang soma dengon pihak 
kepala sekolah, namun berkedudukon secora 
independen. Keberadaannyapun telah diakui 
oleh pimpinon sekolah, karena telah banyok 
perannyo membontu keberlangsungan proses 
pendidikan yang telah berja lan selama ini . 
Setiap pimpinan sekolah ingi n mengambil 
kebijakan yang dianggap krusial, pasti meminta 
pertimbangan dari pihak komite sekolah, 
terutama menjelang tahun a jara n ba ru, 
bagaimana menentukan uang pangkal sekolah 
don besarannya, uang SPP, serta perincian 
penggunaannya, pengadaan bu ku-bu ku 
pelajaran sekolah, don termasu k b ioya 
pemeliharaan sarana-sarana gedung sekoloh. 
Tanpa sumbangan pemikiran dari pihak komite 
sekolah sebagai Supportingn agency 
(pendukung moril moupun materiel) dalam 
kegiatan pelayanan pendidikan di sekolah akan 
kurang berjalan lancar. 

Beberapa sinergi yang telah di lakukan 
antara pihak sekolah dengan komite seko lah, 
yang memerlukan kerjasama don so ling 
menopang don serius antara kekuatan tersebut, 
di lembaga sekolah SMU dalam rangka 
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peningkatan kuolitos belajar-mengajar secara 
garis besar antora loin: 

1) Komite sekolah don kepala sekolah 
bermusyowarah untuk menetapkan pro­
gram pendidikon atau kurikulum lokal 
yang harus dibuat sebaga i prioritas 
unggulon yang dipertimbangkan sesuai 
dengan kelemahan don kekuaton yang 
dimiliki sekolah . Meskipun kebijakan ini 
ku rang di monitoring oleh komite sekolah, 
dikorenokan hambatan waktu don 
kesibukon oleh masing-masing anggota 
komite, yang pada umumnya ber­
latarbelakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
don pengurusnyo didominasi oleh Pejabat 
PNS. Disamping itu juga belum adanya 
Tim Adhoq yang harus merencanakan, 
melaksanokan don mengevaluasi 
program-program secara rutin. 

2) Komite sekolah memberikan masukan don 
bermusyawarah perihal peningkatan 
kinerja guru don staf sekolah lai nnya, 
sekaligus perihal pemeliharaan 
pengembangan, don peningkatan sarana 
don prosarona sekolah. Namun kegiatan 
ini belum dibuat dengan laporan secara 
tertulis atau administrasi sebagaimano 
umumnya. Disamping itu ado niatan dari 
komite sekolah don kepala sekolah dalam 
perenconaan untuk bekerja keros mencari 
dona-dona di luor orang tuo murid untuk 
perbaikan sarona pendidikon, misalnya 
dari para Alumni SMU yang sampai 
sekarang jumlahnya cukup banyak don 
tersebar di seluruh Indonesia, ado yang 
jadi Pengusaha besar, Pejabat, Dasen, 
Peneliti, Dokter, Hakim/Jaksa, Pengacara 
don profesi -profesi lainnya. 

3) Komite sekolah don kepala sekolah 
bermusyawarah secora transparan dalam 
perumusan don penetapan rencano 
anggaran belanja sekolah, serta 
melakukan pemantauan atas penggunaan 
dona-dona tersebut, antara lain 
penetapan besaran uang SPP bulanan, 
uang pangkal ketika masuk sekolah 
pertama kali beserta perincian 
penggunaannya. Disamping itu komite 
cukup aktif menjalin komunikasi dengan 
semua stakeholders di lingkungan sekolah 
untuk menghimpun kekuatan materiel. 

Mengingat bahwa keberadaan komite 
sekolah masih muda usianya, sesuai dengan 
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pengelolaan manajeme n yang berbas is 
sekolah, masih jauh dori harapan, tetapi untuk 
menuju ke sana terli hat gejala-gejala yang 
kondusif. Hambatan-hambatan pun banyak 
dijumpai dalam pengelolaan manajemen 
sekolah ini, terutama yang d ia lami o leh 
pimpinan sekolah. Menurut pengamatan, 
bahwa hambatan itu bisa bersifat stru ktural 
maupun kultural. Kendala struktural ada lah 
belum adanya good will dari pemegang otoritas 
pendidikan baik di tingkat pusat atau daeroh 
maupun sekolah untuk mengembangkan ikl im 
demokrasi. Untu k merubah ini mas ih 
memerlukan waktu yang pan jang, don bi la 
mungkin setelah bergant i generasi 
kepemimpinan. Gejola-gejala ini bisa terlihat 
misalnya, dalam urusan-u rusan administrasi 
sehari-hari pihak sekolah masih kental dengan 
birokrasi. Setiap kegiatan yang harus 
dilaksanakan, pimpinan sekola h baru 
mengambil keputusan biasanya sete lah 
mendapat instruksi dari jajaran dinas di atasnya, 
sehingga ini tidak menjadi bagian dari re lasi 
botton up dengan komponen sta keholder 
sekolah yang lain9

. 

Sedangkan sebaga i kendala kultu ral, 
yakni masih kuatnya budaya sekolah yang 
kental dengan melekatnya rasa ewuh-pakewuh 
yang membuat proses pengambilan keputusan 
penting di sekolah bukan d itentukan komponen 
penting sekolah, melainkan oleh pemegang 
kuasa birokrasi pendidikan. Kendala ini juga 
akan memerlukan waktu yang pan jong, korena 
kebiasaan-kebiasaan perilaku selama ini teloh 
mengkristal sehingga sulit berubah. Nomun 
demikian kondisi ini semakin lama a ka n 
memudor, terga ntung dari effektifitos kerjo 
melalui hubungan kerjasama yang dilakukan 
antara pimpinan sekolah dengan komite 
sekolah.dengan effektivitas kerja yang baikpun, 
apabila budaya kerja diantara keduo belch 
pihak kalau tidak diadakan perubahan dari 
sekarang yang mengikuti sistem desentralisosi, 
kendala itu okan su lit dihi langkan. Berbagai 
kendalo tersebut, lama-kelo moan a kan 
berangsur-angsur berkurang, apabila tingkat 
kepedulian yang berasal dori pemerintah don 
mosyarakat semakin t inggi do n menyadori 
betapa pentingnya membangun kualitas 
pendidikan untuk kepentingan kehidupan 
masyarakat yang lebih luos. 

Tetapi apokah dengon keberadoon Komite 
Sekoloh seperti itu berarti peningkotan kualitos 



pendidikan sulit dicapai? Secora sederhana 
jawabannya adalah bahwa memang 
keberadaan Komite Sekolah atau dengan 
nama lain tidak selalu membawa manfaat yang 
berarti bagi penyelenggaraan pendidikan. 
Bahkan dalam berbagai kasus keberadaannya 
justru telah menjadi pemicu ketegangan antara 
masyarakat dengan sekolah . Analisis yang 
dikemukakan oleh seorang pengamat 
pendid ikan bisa menjelaskan mengapa ha\ 
demikian terjadi. Berdasarkan kinerjanya 
pengomot ini (Solihudien, 2005) membuat 
tipologi Komite Sekolah sebagai berikut. 

Pertama, komite sekoloh "wayong golek", 
yang hanya menjadi alat stempel kepala 
sekolah. Komite ini dibuot oleh kepolo sekoloh 
dengan memilih orang-orang yang bisa diajak 
main mata don kompromi, terutama dalom ha\ 
bantuan don anggaran sekolah. la dibutuhkan 
untuk legalitas bantuan-bantuan saja. Tidak 
ado bontuan don anggaran, komite sekolah 
dianggap tidak ado. Bahkan, anggaran don 
bantuan biso bogi keuntungan untuk berdua. 

Kedua, komite sekolah yang memerankan 
peran don fungsi kebablason, bohkon 
cenderung arogan. Keadaan ini menjadikan 
kepala sekoloh di bawah kekuasaan komite 
sekolah, yang cenderung masuk ke wilayah­
wilayah teknis sekoloh. Kondisi ini, menjadikan 
warga sekolah menjadi tidak tenang don tidak 
konsentrasi dalam proses pendidikan. Demikian 
berkuasanya komite sekolah, semua kebijakan 
pendidikan pun ditentukan oleh komite, 
sehinggo menjadi kekuatan oposisi atau 
penekan kepala sekolah. 

Ketigo, komite sekolah yang bergerak 
proporsional sesuai dengan tupoksi don bekerja 
soma songat hormonis, kompak, don soling 
menopang dengan warga don kepala sekolah. 
lndikasi ini juga terlihat dari adanya 
keberhosilan program rehabilitos i atau 
membangun ruang kelas baru di sekolah­
sekoloh, yang hosil bongunannyo melebihi 
standar biaya bantuan pemerintah. 

Tipologi seperti di atas ini akan dapat 
dijodikan ocuon untuk memiloh-milah mana 
Komite Sekolah yang berhasil meloksanokon 
fungsinya don mono yang memerlukan 
pembenahan agar dapat menarik partisiposi 
luos mosyorakat dalom penyelenggoroon 
pendidikon. Bertolok dori tipologi seperti di otos 
dapat dikatakan bahwa Komite Sekolah yang 

Reformasi Hub11nga11 Sinergi Masyarakat dan Pemerintah (Suprilzadi) 

mampu membongun kebersomaan don sinerg i 
ontora lembaga pendidikon don masyarakat 
adalah yang tergolong pada tipe ketiga. Komi te 
sekolah tipe pertama don keduo t idok akon 
mampu memberi manfaat optima l bagi 
pengembangon pendidikon, seboliknya justru 
akan lebih banyak menimbulkan masaloh. Tipe 
yang pertomo okon mendotongkon persoolon 
bagi mosyorokot podo umumnyo otou 
khususnyo orang tuo siswo, sementora tipe yang 
kedua akan mengganggu ketenangan 
lembago pendidikan dalam meloksanakon 
proses belajar-mengajar yang merupokon tugas 
pokoknyo. 

Pertanyoan berikutnya, apo kah sinergi 
ontoro pemerintah don mosyorakot itu hanyo 
dapat diwujudkan melolui keberadaan Komite 
Sekolah? Apakah orang tua siswo harus selo lu 
menonggung berbogai beban bioyo yang 
dibutuhkan kegiatan sekolah, sehingga Komite 
Sekolah tidak sempat menjalankon fungsi 
kecuali sebagai pengumpul dona? Selan jutnya 
apakah tidak ado bentuk keriasamo lainnya 
yang memungkinkan masyarakot turu t 
berportisiposi dolam dunia pend idikan? 
Jawaban terhadap ketiga pertanyaon ini dapat 
ditemukon melolui pembahasan tentang 
kebijakan pendidikan di provinsi Riau don 
sinergi dengon masyorokot seperti diuraikon di 
bawah ini. 

111. KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
DAN SINERGI DENGAN 
MASYARAKAT 

Pengembangan sektor pendidikon di 
Provinsi Riau sejak era reformasi don otonomi 
doeroh tidok terlepos dori tekod don komitmen 
pemerintah daerah provinsi Riau dalam 
mewujudkon visi Riau 2020 yakni mengentaskon 
kemiskinon, kebodohan don pembangunan 
infrostruktur (K2 1). Sejumlah peraturan daerah 
telah dibuat sebogai pedoman pelaksanaan 
berbagai kegiatan untuk memajukan pendidikan 
di daerah ini. Dalom hitungan teoritis semua 
kegiaton yang telah direnconokon akan bisa 
terlaksana mengingat sejak diberlakukannyo 
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah 
Nomor 22 don 25 tahun 1999 yang kemudion 
telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 
32 don 33 Tahun 2004, daerah yang menjadi 
kayo berkat pajak penghasi lan yang diperoleh 
dari usaha exploitasi minyak bumi, hosil hutan 

79 



Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejaltteraan Sosial, Vol 14, No. 01. 2009: 70-86 

don perkebunan kelapa sawit ini telah mampu 
mengalokasikan dona yang berasal dari PAD 
sekitar Rp 360 milyar setiap tahunnya, atau lebih 
dari 23 persen dari keseluruhan APBD. Jumlah 
ini ditambah lagi dengan DAU yang berjumlah 
sekitar Rp 80 mi lyar yang berasal dari 
pemerintah pusat. 

Secora sepintas dengan alokasi anggaran 
tahunan untuk pembangunan pendidikan 
sebesar itu kiranya cukup realistis bahwa tekad 
pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan 
masyarakat yang bebas dari kebodohan secara 
merata untuk seluruh wilayah provinsi dalam 
limabelas tahun ke depan akan dapat dicapai. 
Terlebih dengan tingkat transparansi don 
akuntabilitas serta komitmen yang tinggi dari 
seluruh jajaran aparat pemerintah daerah yang 
terl ibat di dalam pengelolaan pendidikan 
rasanya tidak ado alasan untuk meragukan 
kemampuan Pemda Provinsi Riau untuk 
mencapai keinginan tersebut. Tetapi dilihat dari 
banyaknya jenis pengeluaran baik untuk 
pembangunan prasarana don pengadaan 
sarana yang bersifat fisik maupun yang bersifat 
non-fisik seperti peningkatan kuantitas don 
kualitas tenaga pendidik maka anggaran yang 
sebesar. itu kelihatan juga tidak mencukupi. 
Gambaran tentang banyaknya kegiatan yang 
harus dibiayai melalui APBD Tahun 2005 
bidang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 
Berikut. 

realisasi ini selain berbagai faktorteknis seperti 
sistem administrasi keuangan yang mengalami 
perubahan drastis mulai tohun 2005, sehingga 
penguosaan sistem yang boru ini memerlukon 
proses belojaryong cukup lama sebelum dapat 
diterapkon. Akibatnyo pencairan banyak dona 
proyek mengolomi keterlambotan don bahkon 
ado yang tidak dapat dicairkan soma seka li 
dalam tahun anggaran 2005. Selain itu 
rendahnyo daya serap juga disebabkan o leh 
adanya berbagai kemung ki nan yang 
terantisipasi pada waktu perencanaan d ibuat, 
seperti sejumlah besar dona bantuan beasiswa 
tidak terserap kare na yang meme rlukon 
bantuan ternyata terbatas, serta sumberdaya 
manusia yang berkaitan dengon pengaj uan 
usulan proyek tidak memiliki kemampuan untuk 
menyusun proposal menu rut stande r yang 
ditetapkan don mengajukannya dalam bates 
waktu yang telah ditentukan. 

Dalam Peraturon Gubernur Riau Nomor 
21 Tahun 2005 tentang tatacara penyaluron 
don pengg unoan dona bantuan un tuk 
pemberdoyaan lembogo pendidi kan yang 
terdapat dalam tiga bentuk, yokni : block grant, 
polo kerjasoma operasional (KSO) don imbal 
swadaya disebutkan bahwa kepo la sekolah 
mengelolo dona bontuan i tu de ngan 
mel ibatkan Komite Sekolah sebagai wakil 
masyarakat. Adapun pengertian ketigo jenis 
bantuon ini odaloh sebogai berikut. Block Grant 

Tabel l : Jenis Kegiatan don Alokasi Anggaran Pendidikan Provinsi Riou tohun 2005 

No. I Kelompok Kegiatan 
Jumlah 

Jum!ah anggaran 
Reolisosi 

kegiaton (%) 
1. Bagian Tatausoha 18 25.870.000.000 74,85 
2 . Sub Dinos Pengembongan TK 8 3.137.500.000 66,22 
3 . Sub Dinos Pengembongon SD 34 l 48.975.487.000 109,65 
4. Sub Dinos Pengembongan SLTP 31 60.135.451.000 80,51 
5. Sub Dinos Pengembongan SMU 36 42.698.650.000 79,53 
6. Sub Dinos Pengembangan PLS/PT 24 47.707.130.327 80,09 
7. Sub Dinos Pengawason Pendidikan 9 7.530.830.000 74,48 
8. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 8 2.654.400.000 99,14 
9. Balai T eknologi Pendidikan 6 9.341.000.000 73,33 
10 Balai Pelatihan Guru Riau 15 12.404.700.000 99,84 

Total 188 358,516,430,327 
Sumber: D1olah don Bohan Data LPKJ Gubernur R,au Tahun 2005. 

Yang penting diperhatikan dari Tabel di 
atas selain jumlah anggaran yang cukup besar 
untuk beberapa kelompok keg iatan adalah 
persentase realisasinya. Banyak kelompok 
kegiatan yang real isasi anggaronnya kurang 
dari 80 persen. Penyebab tidak optimalnya 
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merupokan bontuan yang diberikan kepada 
lembaga pendidikan untuk peningkatan sarana 
don prasarana sekolah. Pola KSO adalah salah 
satu bentuk program pemberdayaan 
masyarakat di sekitar seko lah dalam 
meningkatkan kepeduliannya terhadap 



pendidikan mela lui polo kerjasama antara 
lembaga pendidikan don lembaga 
kemasyarakatan yang berada di sekitar 
lingkungan sekolah dalam melaksanakan 
pekerjaan pembangunan don pengembangan 
sekolah. lmbal swadaya adalah bantuan yang 
diberikan kepada sekoloh untuk menutupi 
kekurangan dona yang dibutuhkan untuk 
pengembangan sarana/prasorono seperti 
pembangunan ruang kelas baru (RKB) don 
pengadaan meubelair yang jumlahnya tidak 
lebih dari 75 persen dari keseluruhan dona 
yang dibutuhkan. 

Dari ketiga bentuk bantuan di atas maka 
yang disebut terakhir, imbal swadaya, 
sebenarnya dapat menjadi pendorong bugi 
tumbuhnya sinergi antara lembaga pendidikan 
don masyarakat. Dona pendomping sebesar 
25 persen yang harus diadakan sendiri oleh 
sekolah bisa diperoleh melalui sumbangan dari 
orang tua siswa don donatur lainnya. Tetopi 
yang menjadi persoalan kesempatan untuk 
memperoleh bantuan imbal swadaya ini tidak 
dimiliki secaro meroto oleh semuo sekolah yang 
memerlukan. Dalam Peraturan Gubernurdi atos 
disebutkan bohwa bantuan semacam ini 
diprioritaskan untuk sekolah-sekolah don 
modrasah yang berada di lingkungan 
masyarakat yang kurang mampu, yang 
dianggop benar-benar tidak mungkin bisa 
berkembong bilo tidak mendapat bantuan. 
Sekolah-sekolah lainnya yang tidak termasuk 
kategori ini diharapkan bisa lebih mandiri dalam 
pendanaan. 

Kenyataan seperti di atas ini secara implisit 
menunjukkan sekolipun sejok beberapa tahun 
terakhir anggaran biaya yang dialokasikan 
untuk pengembangan pendidikan di provinsi 
Riau sudah lebih dari 20 persen dari keseluruhan 
APBD, jumlah sebesar itu ternyata mosih belum 
memadai untuk memenuhi secora merata 
kebutuhan semuo lemboga pendidikan yang 
ado di doerah ini. Seperti terlihat pada tabel di 
atas sebagian besor onggoran yang tersedia 
sebenarnya dialokasikan untuk pembongunan 
fisik sekolah dasar yang sudoh tidak layak 
pakai, terutama SD In pres yang dulunya banyak 
di bangun dengan kualitas rendoh sehingga 
cepot rusak. Boleh jadi beberapa tahun yang 
akan datang, ketika pembongunan fisik sudah 
tidak lagi membutuhkan banyak biaya, 
sebagian besar anggaran pendidikon akon 
benor-benar diolokasikan untuk peningkotan 
kuolitas pendidikan 
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IV. PEMBAHASAN 
Bertolak dori uraian di otos dapat 

dikotokon bohwa upaya apapun yang ditempuh 
pemerintah yang telah sili h berganti dari dulu 
sampai sekarang untuk membangun sinergi 
antaro negara don masya rakat dalam 
penyelenggoraon pendidi kon se lalu 
menghadapi bermacam kendala. Kendolo 
yang dihadopi tidok terlepas dari berbagoi 
kondisi struktur don ku ltur yang ado don 
berkembang dolam mosyorakot sendiri. Mas ih 
rendohnya tingkot modal sosiol don semakin 
membudayanya perilaku korup serta kurang 
diberinyo ruang gerok bagi mosyorakot untuk 
mengotur diri sendiri dalam berbagai kehidupan 
termosuk pengeloloan pendidikan tampaknya 
telah merupakan hambatan utama dala m 
mewujudkan sinergi onto ra negara don 
masyarokot dolam penyelenggaraan 
pendidikan. 

Pergantian sistem pemerintahan dari yang 
sebelumnyo dianggap otoriter menjadi sistem 
pemerintahan demokratis tidaklah dengan 
sendirinya juga membawa angin baik bagi 
pengembangan pendidikan. Pemerintahan 
pado era reformasi mosih mewarisi cara 
pendekoton yang bersifat birokrat ik don 
sentrolistik dalom penyusunon kebijokan don 
pelaksanaan pendidikon. Mona jemen Berbasis 
Sekolah (MBS) sebagai paradigma baru yang 
dalam tataran operasionolnya d iloksanakan 
melalui Dewan Pendidikon don Komite Sekolah 
yang semula diharapko n akan depot 
mendorong terciptanya sinergi antaro negaro 
don mosyorokatternyata molohan menimbulkon 
banyak masaloh dimono-mano. 

Pembentukan Komite Sekolah dengan 
onggotanyo seringkali ditetapkan sendiri o leh 
kepala sekolah tonpo melibatkan para orana 
tua siswa yang seharusnya tu rut dimin tal 
pertimbangannyo, telah menyebabkan 
terjadinyo kericuhan don prates dari mereka 
yang memahami aturan yang benar. Apa yang 
sekarang dionggap sebagai sikap don perilaku 
yang tertutup don "tidak transparan" ini dapat 
dipahomi mengingat dolam paradigmo lama 
kekuasaon kepala sekola h memong songot 
besar dalam memutuskon apa saja d i 
lingkungan sekolahnya. Ketika kondisi don 
situosi sudah beruboh sebagian kepala sekolah 
masih saja ingin menikmati kekuasaan yang 
tidak terbatas itu, sehingga mengundang prates 

81 



Jumal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia/, Vol 14, No. 01, 2009: 70-86 

dari banyak ka langan yang ingin menciptakan 
suasana kehidupan demokratis di lingkungan 
lembaga pendidikan. Sebagoimana dituturkan 
seorang pengomat pendidikan "Di tingkot 
sekoloh sendiri kepola sekoloh yang merasa 
memiliki kewenangan yang besar, tidak mou 
melibatkon guru don masyorakot dalam 
perencanoan maupun pelaksonaan kebijakan 
sekolah. Seloin itu, komite sekolah pun belum 
biso menjalonkan kewojibonnya, karena 
keberodoonnya lebih sekedar kebutuhon 
kepalo sekolah untuk menunaikan kewajiban 
yang telah ditetapkan pejobot diatasnyo" 
(lrawan, 2003). 

Ketidakterbukaan itu seolah-olah dengon 
sengaja dipertahankan agar berbagai bentuk 
penyi m pa nga n seperti kons pi rasi yo ng 
melibatkan kepala sekolah don Komite Sekolah 
dalam menggelapkan dona bantuan yang 
diperoleh melalui program block grant yang 
jumlahnya cukup besar tidak diketahui pihak 
lain. Penyimpangan itu adakalanya juga 
melibatkon oknum pejabat yang berkoiton 
dengan penyaluran bantuan itu. Seperti 
dituturkan seorong pemerhoti masalah 
pendidikan di atas, "Kepala sekoloh hanya 
mengajak orang kepercayaannya saja untuk 
menyusun don melakukan lobby agar 
mendapat block grant". Selanjutnyo io juga 
meneruskon apo yang diungkapkan guru di 
salah satu SMU mengenai peloksanaan MBS 
disekolohnya "Yang soya tahu ado beberapa 
o rang guru diundong kepala sekoloh untuk 
membicarakan pembuatan proposal 
monajemen peningkatan mutu yang nilai 
bantuannya 30-60 juta". Lebih lanjut ia 
mengungkapkon "Kolo mereka cerdas pasti tak 
mau mengambil bantuan itu korena potongan 
dari atas bisa mencapai l O juta". 

Ungkapan terakhir ini menunjukkan beta pa 
mosih runyamnya kondisi yang ado di dunia 
pendidikan. Pemalakan yang dilakukan oleh 
para pejabat yang bertugas menyalurkan dona 
hibah yang berasal dari bantuan berbagai 
negora itu boleh jadi hanya sebagian kecil dari 
bentuk korupsi yang melibatkan dunia 
pendidikan. Teto pi la po ran ini tidaklah 
dimaksudkan untuk memaparkan segala bentuk 
korupsi yang terjad i. Yang penting untuk 
dikemukakan adalah bohwa sinergi antara 
lembaga pendidikan don masyarakat tidak 
akan mungki n tercipta selama pengelolaan 
pendidikan masih d iwarnai oleh berbagai 
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praktek penyimpangan yang seolah-olah sudah 
merupakan bagion dari budaya bi rokrasi itu . 

Seponjang yang terungkop dari hasil 
pengamatan don wawoncoro dengon berbogoi 
pejobot don tokoh pendidik yang ditemui di 
lokosi penelition memong tido k ditemukan 
indikasi adonyo penyimpongan seperti di otos. 
Boleh jadi koreno pado soot ini pengawoson 
boik internal yang bersifot melekot maupun 
eksternol, seperti yang dilokukon KPK don BPK, 
sudah semokin ketot. Pora pejobot di mono­
mano, termosuk di provinsi Riau, sekorong 
memong songot be rhati-hoti dalom ha l 
pengelolaan dona, kareno penyimpangan 
sekecil apapun dapat menjadi alasan bagi 
penegak hukum untuk menetopkannya sebagai 
tersangka. Kehati an-hati an yang kadang­
kadang berlebihan don ketakutan melokukan 
kesalahan ini pulo yang antara la in telah 
menyebabkan banyak proyek te rtu nda 
pelaksanaonnya atau dibatalkan soma sekali 
karena para pejabat bersangkutan tidak ingin 
menanggung risiko fata l yang akan menimpa 
dirinya. 

Provinsi Riau memang kayo, don banyak 
orang di daerah ini yang mendadak menjadi 
kayo (0KB) sejak beberapa tahun terakhir. lni 
merupakan berkah dari kekayaon sumberdoyo 
alam yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkon 
masyarakat daerah dalam jumlah persentase 
jauh lebih besar sejak Undang-undang tentang 
Peraturan Daerah d iberla ku kan. Tetap i 
pentingnya keberadaan modal sos ial untuk 
pengembangan modal manusia sepert i 
dikatakan Colemon don Putnam di atas masih 
belum menjadi kesadaran luas pada mosyorakat 
setempat. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh 
kepala sekolah dalam catatan nomor 12 di 
atas, sekolahnya hanya mampu memberi kursi 
plastik untuk mengganti kursi siswa yang rusak. 
Padaha l, berdasarkan keterangan kepolo 
sekolah ini, sekolah ini merupakan sekoloh 
unggulon don favorit . Sebogion besor anak 
pejabat penting di ibukoto provinsi Riou ini 
bersekoloh di sini. 

Rendohnyo portisiposi don kontribusi or­
ang tuo siswo dalam pengembongon modal 
manusio ini tidak terlepas dari budoyo 
masyarakot yang lebih mementingkon hol -hal 
yang bersifat seremonio l don goyo hi dup 
hedonistik dibondingkan dengan pemenuhan 
kebutuhan yang bersifat strategis don esensiol. 



Kebonyokan orang tuo siswo tidok segon-segon 
mengeluorkan dona yang besor untuk 
sumbongon bogi peloksanoon berbagoi ocaro 
peroyoon don keperluon konsumtif serto rekreosi 
sendiri. Tetapi kurong memohami pentingnyo 
berportisiposi dolam melakukan investasi untuk 
bidang pendidikan, yang memong manfootnyo 
tidak langsung dirasakan. 

Dengan adonya gaya hidup seperti ini 
mako dapot dipohomi mengopa para siswa 
dori sekolah ini yang selolu menjadi juara 
lomba o li mpiode f isiko se Asia ma upun 
internosionol don lomba pidato dolom bohaso 
lnggris pado tingkot internosionol dolom tohun 
ini don tahun sebelumnyo berosal dari latar 
belakang keluorga kurang mampu. Mereka loh 
yang biso memiliki motivasi belajor keros untuk 
mencapai prestosi setinggi mungkin karena tidak 
tergonggu oleh suosano kehidupan hedonistik 
seperti teman -temannyo yang berasol dari 
keluorgo kayo. 

Kironya hombotan kultural seperti di otos 
ini okan lebih sulit di otasi ketimbong ham baton 
yang bersifot strukturol. Hambatan struktural 
okan lebih mudoh diatasi sejauh ado tekod don 
kemouon pemerintoh untuk mela kukan 
debi rokrotisasi dalam bidang pend idikan . 
Langkoh-langkah ke arah itu sebenarnya sudoh 
ditempuh melalui pengenalan paradigma baru 
Manajemen Berbosis Sekoloh. Hanya saja 
memang memerlukan waktu untuk melokukan 
penerapan sesuai dengon ketentuan peraturan, 
ka rena tidak mudah mengubah apo yang 
sudah menjadi kebiasaan. Apalogi apabila 
perubahan itu akan membawa pengaruh yang 
kurang menguntungkon pado kekuasaan yang 
ado di tongon. 

Hambatan yang bersifat kulturol tidok 
mudoh diotosi koreno berkoiton dengon sikop 
don periloku suotu kelompok masyarakot secoro 
keselu ruhon. Sulit bogi seorong onggota 
komunitos bersongkutan untuk t idak conform 
otau berperilaku yang soma dengon onggota 
komunitas lainnya. Lingkungan komunitos sendiri 
sangot kuat pengaruhnyo dalam membentuk 
kepribadion seseorong, sehinggo io okan 
merasa teralienosi apabila tidok menyesuoikan 
diri dengan polo tingkoh laku yang sudah 
menjadi way of life orang-orang di sekitornya. 
Faktor-faktor seperti di atas iniloh yang 
tampaknya perlu dipertimbangkan don disiosati 
dolam upoya mencopai sinergi yang optimal 
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dalam penye lenggaraon pend idikan pada 
waktu selonjutnya . 

V. KESIMPULAN 

Sinerg i yang terda p ot di bi dang 
pendidikan poda dosarnyo bersifot melekat 
(embedded). Para o rang tua siswa bersedia 
berperan serto do la m penye lenggaroon 
pendidikan karena adanya kepentingan, yakni 
menginginkan anak-anaknya berhasil di 
sekoloh sehinggo mendopat nilai keluluson 
yang baik. Sekoloh sendiri, terutamo pado 
woktu belakongan i ni, jugo m emi lik i 
kepenti ngon yang soma, koreno prestosi 
sekoloh ontara lain diukur o leh persentase siswo 
yang berhasil lu lus dalam ujian akhir nasional. 

Sinergi menghada pi kenda lo ketika 
sekoloh semakin menjad i a jang birokrotisasi 
yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya 
keengganan sebogian worga mosyarakot untuk 
berpartisipasi apalagi dihorapkan untuk turut 
bertonggungjowab dalom penyelenggaraan 
pendidikan . Pendekatan yang bers ifat top-down 
seperti ini tampaknya akan selalu membawa 
mosolah dalom setiop upayo peningkaton 
sinergi , sekalipun nama kelembagaan sebagai 
wadah sinergi itu telah berganti-ganti, mulai dari 
POMG, BP3 don sekorang Komite Sekolah. 
Karena dalam kenyataannya lembaga apapu n 
yang dibentuk melalui keputuson sepihak dari 
atas selalu ditonggapi dengon sikap skeptis don 
curiga. 

Kalaupun orang tua siswa don worga 
masyarakat d i sekitor sekoloh d ili batkan 
dalam penyelenggoroon pendidikan mako 
keikutsertaan mereko tidok lagi didasarkon 
pada roso tonggungjowob sebogaimono yang 
diharapkan, tetopi lebih poda tuntuton yang 
dihoruskon oleh peroturan boik yang datang 
dori otos moupun yang d itetapkon seko loh 
sendiri. Dengon dem ikion sinerg i yang 
terjod i adolah bersifat embel -embel otau 
komplementer, kareno segola kebi jakon yang 
menyongkut penyelenggaraan pendidikan teloh 
diotur secora sepihok oleh pemerintoh yang 
bersifat birokrotik yang sentrolistik, bukon hosil 
perpoduon antara duo arus pemikiron top-down 
yang datong dori pemerintah don bottom-up 
yang berasal dori mosyorokat. 

Keodoon ini diperburuk oleh kenyataan 
bahwa di berbogai sekolah memong teloh 
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terjadi banyak penyimpangan don tindak 
korupsi di dalam wadoh yang dibentuk melolui 
kebijokon dari atas seperti itu. Akhirnyo, 
sekolipun podo dosarnya sinergi ontoro negoro 
don mosyarokot bersifat melekat, suasana 
kondusif yang diharapkan bagi upoyo 
pengembangan untuk meningkotkon kualitas 
pend id ikan sulit dicapai. Nyali masyarakat 
menjadi ciut sehingga enggan berpartisipasi di 
lingkungan sekoloh yang tidak sehat itu 

Di lokasi penelitian sendiri sekalipun tidak 
ado indikasi adanya penyimpangan yang 
dapat dikategorikon sebogai tindakan korupsi, 
tetapi kepengurusan Komite Sekolah yang 
bekerja secaro musiman tidak akan mampu 
menjalankan keseluruhan fungsi seperti yang 
telah ditetapkon. Pertanyaannya adalah apakah 
hal ini disebobkan sumberdaya manusia yang 
ado kurang memadai ataukah seba l iknya 
peraturan dibuat tanpa memperhitungkan 
kondisi nyata yang ado di lapangan, sehingga 
terdapat jurang yang sulit dijembatani antara 
apa yang diingkinkan (dos Sol/en) dengan 
kenyataan yang ado untuk mewujudkan 
keinginan itu (don Sein)? Hal ini tentu akan 
merupakan topik sebuah penelitian yang 
menarik. 

Sekalipun ditunjang dengan anggaran 
pendidikan yang dilihat dari sudut persentase 
sudah melebihi alokasi dalam APBN sendiri, 
tekad pemeri ntah Provinsi Riau untuk 
mewujudkan Riau yang bebas dari kebodohan 

tampaknya masih akan menghadapi kenda la, 
terutama kurang diperti mbangkonnyo 
penempatan sumberdaya manusia yang 
berkualitas don sesuo i pado posisi -posisi 
penting dolam pengelolaan berbagai instonsi 
yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini 
antara lain tercermin dari tidak opt imalnya 
penyerapan dona yang sudah d ianggarkan 
untuk berbagai kegiatan tertentu di bidang 
pengembangan pend idikan. Sekiranya para 
pejabot yang ado pada instansi pendidikon di 
daeroh ini memiliki wawasan yang memadai 
don memiliki jaringan hubungan yang luos 
maka bisa diperk irakan kinerjanya akan 
men jadi optimal. Kema mpuannya untuk 
menjalin kerjasama dengan berbagai stake­
holder yang ado baik di dalam maupun di luar 
daeroh sendiri akan dapat menjad i titik awol 
bagi terciptanya sinergi yang diperlukan untuk 
mempercepat tercapainya tujuan mencerdaskan 
kehidupan masyarokat di daerah ini. 

Akhirnya, segala peraturan don keputusan 
apapun yang dikelu a rka n pemerin ta h, 
termasuk di bidang pendidi kan, per l u 
mempertimbangkan secara seksama 
keseluruhan kondisi strukturol don kultural yang 
ado dalam masyarokat, agar tidak mengulang­
u la ng kesalahan ya ng soma seperti yang 
dilakukan pemerintahan sebelumnya. Terlebih 
dalam kondisi kehidupan yang lebih demokratis 
sejak era reformasi ini partisipasi optimal dori 
masyarakat hanya mungkin diperoleh bi la 
aspirasi mereka mendapat tempat secaro wa ja r. 
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Penel iti Pad a Pusot Penelition Kemosyarakoton don Kebudoyaan - UPI, Jakarta. 
2 Tulisonnyo ini dianggap telah memberi inspirasi bagi banyok penelition don tulison mengenai social 

capital atau modal sosial, bukan hanya di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia. Terinspirasi oleh 
tulison tersebut, Robert Putnam, yang hinggo sekarang dianggap sebagoi tokoh penting di bidang 
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dilaporkan dalam bukunya yang terkenal Making Democracy Works: Civic Traditions in Modern Italy 
(1993). Putnam sendiri, dalam tulisannya yang lain berjudul "Bowling Alone: America's Declining 
Social Capital" (Journal of Democracy, Vol. 6 Edisi 5, 1995) juga mengakui bahwa sepanjang abod 
keduapuluh peranon PTAsongat penting dalam memobilisasi modal sosial masyorakat untuk kemajuan 
pendidikan. 

3 Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, mendiri kan 
Notional Onderwijs lnstituut Tamonsiswa atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Toman Siswa 
poda 3 Juli 1922. Keberaniannya untuk membangun lembaga pendidikan inilah yang menyebabkan 
dirinya diokui sebagai pahlawon nosional, mengingat ketika sekolah itu didirikan kontrol pemerintah 
koloniol Belanda terhadap pendidikon sangat ketot. Bohkan sepuluh tohun kemudion sekolah itu 
dionggap sebagai "sekolah liar" melolui Ordonansi yang dikeluorkan pemerintah Belonda pada 1 
Oktober 1932. Na mun berkat perjuangon yang gigih Ki Hod jar Dewantaro don para pengurusnya 
Perguruan Toman Siswo yang dilahirkan di kota Yogyakorto itu mompu bertahan hingga sekarang. 
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Tidok dapat dipastikan apakah kemunculan POMG ini mengambil contoh dari Pa rents and Teachers 
Association (PTA) seperti yang sudah lebih lama ado di Negara-negara maju. Tetapi sebagai 
perbandingon dengon orgonisosi sejenis Amerika Serikat, misalnya, kelahiran PTA yang diprakarsai 
oleh duo orang tokoh pergerakan perempuan, Alice Mclellan Birney don Phoebe Apperson Hearst di 
Washington DC poda tahun 1877, muncul ketika ruang gerak kegiatan-kegiatan social sangat dibotosi 
don kaum perempuan tidak mempunyai hak pilih. Kedua tokoh ini menyadori t idok ado ikotan yang 
lebih kuat selain antara ibu don anak. 

Sebuoh tu lisan mengungkapkan bahwa "ditinjau dori perspektif sejoroh persekolahan pada tingkat 
SD, SLTP don SMU/SMK di Indonesia, mosyarakat sekolah khususnya orangtua siswa telah memerankan 
fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahu n 197 4 masyarakot orang 
tua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orangtuo Murid don 
Guru (POMG). Tetapi sesuai dengan perkembangan tuntutan masyorakot terhadap penyelenggaraan 
pendidikan jalur sekoloh semakin meningkat, make POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan don 
sebagai gantinya dibentuk suatu baden yang dikenal dengan Badon Pembantu Penyelengga ra 
Pendidikan (BP3). Posong su rut perkembangan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur 
don jenis sekolah tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, khususnya orangtua peserta 
didik termasuk keberadaan BP3". 

Dalam wawancara dengan beberapa pengurus sekolah don orang tua siswa terungkap bahwa bahkan 
sampai sekarang pun ado peraturan birokrasi sendiri yang justru menghambat perluasan kesempoton 
belajar. Para orang tua yang ingin anak-anaknya bisa masuk di sekolah -sekolah yang dianggop 
bermutu namun memiliki daya tampung terbatas bersedia secara bersama-sama memberi sumbangan 
untuk membangun ruang kelas baru. Tetapi kebijakan untuk pembangunan fisik semacam itu tidak 
mungkin bisa diambil oleh pengelola sekolah karena bertentangan dengan peraturan birokrasi yang 
tidak membenarkan penarikan sumbangan dari orang tua siswa di luar SPP sebagaimana yang 
ditetapkan. 

Kebijakan sentral isasi don uniformisasi yang dilakukan pemerintah pusat pada waktu itu sebenarnya 
tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Deso, misalnya, juga telah menyebabkan terjadinya disfungsional isasi pada banyak 
kelembagaan sosial tradisional di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selata n 
don Maluku, dengan segala akibatnya yang masih berlanjut hingga waktu ini . 

Wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Umum Unggulan di Pekanbaru, 2006. 

Hasil wawancara dengan salah satu Wali Murid Sekolah SMU, di Kata Pekanbaru, 14 Ju li 2006. 
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